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ABSTRAK

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Bagi para Aktivis HAM keputusan
Mahkamah Konstitusi ini telah memberikan keadilan bagi para Penganut Aliran
Kepercayaan, karena selama ini mereka kerap sekali mendapatkan perlakuan
diskriminatif dari masyarakat bahkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi penolakan datang dari Majelis Ulama Indonesia, yang berpendapat
bahwasanya keputusan ini merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak
menerapakan prinsip kehati-hatian, sehingga agama bisa diposisikan sama dengan Aliran
Kepercayaan. Maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang akan dicari
jawabannya yaitu pertama, Bagaimana Keberadaan Para Penganut Aliran Kepercayaan di
Indonesia di tinjau dari Persfektif Hak Asasi Manusia, dan kedua, Bagaimana Implikasi
Yuridis yang timbul setelah dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
97/PUU-XI1V/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif atau
kepustakaan, sedangkan segi sifat pemaparannya adalah deskriptif-kualitatif dengan
menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Berdasarkan penelitan ini perdebatan mengenai agama bagi
Indonesia telah final yaitu dengan disepakatinya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
Indonesia. Oleh karena itu sebagai upaya Negara dalam melindungi dan menjamin hak
kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya, maka dirumuskan Pasal 28E
Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan
keberadaan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi menfasirkan secara tekstual/original
intent bahwa kata “agama” dan “kepercayaan” adalah dua hal yang berbeda yang
disetarakan. Keberadaan para penganut Aliran Kepercayaan setelah dikeluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X1V/2016 telah diakui keberadaanya dan
diberikan Hak-Hak Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.



